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NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

bahwa Kecamatan Sukorejo Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan  Sukorejo  sebagai = dokumen
perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 3 (tiga)
tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan - Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

3.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kecamatan Sukorejo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renstra
Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo
untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo
untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN SUKOREJO

Pasal 2

Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran
dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.



(2) Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sukorejo dalam menyusun
Renja Kecamatan Sukorejo.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sukorejo disusun sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Camat Sukorejo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Sukorejo dalam rangka
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Camat Sukorejo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Sukorejo

(2) Camat Sukorejo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan
yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun
2027, Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2027.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 67



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

L.

IL.

TAHUN 2024 - 2026
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Kecamatan Sukorejo, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Sukorejo harus
selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan
subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dan Renja
Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo melakukan koordinasi, sinergi
dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu
penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dilakukan dua minggu setelah
penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo
meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,
Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Sukorejo/lintas
Renstra Kecamatan Sukorejo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan
Renstra.

Renstra Kecamatan Sukorejo memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sukorejo yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Kecamatan Sukorejo Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026

disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 155



RENCANA SRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUKOREJO
TAHUN 2024-2026

@Aaumm muw%

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
OPD KECAMATAN SUKOREJO

J1. Raya Matoa No 1 Dusun Glatik Desa Glagahsari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Telp (0343) 612345
SUKOREJO 67161




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, maka telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) OPD
Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026, sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sukorejo tahun
2024-2026 ini dimaksudkan untuk dijadikan Penetapan arah kebijakan, program dan
kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya tahun 2024-2026 dan penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk
dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan,
sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan
manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pengembangan wilayah.

Disamping itu Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026 ini
adalah acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam
pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya
merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang

dicapai.

Semoga dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun
2024-2026 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju
Kecamatan Sukorejo Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada
terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan
wilayah dan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Sukorejo.

Sukorejo, 2023
CAMAT SUKOREJO

ttd.
YUDIANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat |
NIP. 196907121989031004
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 — 2026
(selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo) pada dasamya dilatar belakangi oleh
keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian Tujuan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 — 2026. Untuk itu
dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sukorejo,
maka disusunlah Renstra Kecamatan Sukorejo sebagai satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan merupakan
tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Paraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala
Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024,

Renstra Kecamatan Sukorejo 2024-2026 disusun sebagai acuan atau pedoman
dalam menyusun Renja Tahunan Kecamatan Sukorejo. Dokumen ini bersifat visioner dan
memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan
akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :

RT.RW RPD
l Mempedomi 1 T Mengacu
DOKUMEN RENSTRA
PERENCANAAN | oo SUiomo __,| RKPD
LAIN '

/\

RENJA tahun I RENJA tahun 11 RENJA tahun IH




1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 — 2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1114),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencananaan
Pembangunan Daerah;



15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Dacrah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Dacrah Otonom Baru;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencaa
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPIMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor ......... Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;

1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah memberikan arah
penyclenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu Tiga
tahun mendatang yang mana penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Sukorcjo disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan daerah.

2. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan
RPD Kabupaten Pasuruan.

3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2024 — 2026.

1.4.Sistematika Penulisan
BABI : PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
1.2  Landasan Hukum
1.3  Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan

BABII : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO
2.1  Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo
2.3  Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
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TUJUAN DAN SASARAN
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BAB HI
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN SUKOREJO

Pemerintahan Kecamatan Sukorejo dalam rangka meningkatkan kelancaran

penyelenggaraan pemerintah,' pembangunan dan kemasyarakatan , maka Pemerintah

merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Dacrah Kabupaten Pasuruan nomor 16

tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati

Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai

berikut :

(1)Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;

(2)Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi :

a0 oow

™ oo

perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum,;

pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan;

pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain
dan/atau kelurahan;

pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;,
dan

pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas

)

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat
mempunyai tugas :

a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
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€. pengelolaan aset dan barang milik daerah;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat
kecamatan; dan -

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf aangka 1,mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;

. menyiapkan bahanpelaksanaan perencanaan program dan penganggaran,

o

menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,
menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai,

menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretans.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1)
huruf angka 2, mempunyai tugas:menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum
dan kepegawaian;

a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;

= ® ™o a0

¢. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan
kepegawaian; dan

¢. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretars.

Seksi - Seksi

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

b angka 1,mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

¢. menyiapkan bahan pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten
yang ada di kecamatan;

d. menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yvang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan,
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atan kepolisian negara republik
indonesia;
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menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan,

menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
desa dan/atau lurah;

. menyiapkan bahan pelaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

terkait pelayanan ditingkat kecamatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan,
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, mempunyai tugas :

a.
b.

f

menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan

nasional;

. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan,
menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada
diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat diwilayah kecamatan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka
3, mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan
sosial dan pelayanan sosial;

. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan

keschatan masyarakat, keluargan berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan
penyakit menular;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;

menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan
hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum
adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh
dalam masyarat setempat;
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f.
g

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 4, mempunyai tugas :

a.

menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa’kelurahan dan kecamatan;

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;

menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta,
menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan umum;

menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat
kecamatan;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuran Nomor 65 Tahun 2016

KECAMATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUBBAGIAN UMUM DAN
RAM DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN SEXSIKETENTRAMAN DAN SEKSI KESEJATERAAN SEKS! PEMBERDAYAAN

DAN PELAYANAN KETERTIEAN SOSIAL MASYARAKAT

KELURAHAN
I | | ]
SEKS) PEMBERDAYAAN
SEKRETARIAT SEXSI PEMERINTAHAN SES) SOStAL
MASYARAKAT

Sumber Daya Kecamatan Sukorejo
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten
Pasuruan, Kecamatan Sukorejo tidak lepas dart dukungan sumber daya Kecamatan
Sukorejo yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang
dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Sukorejo meliputi Sumber daya Manusia
(Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).
a. Sumber Daya Manuasia
Karyawan/ Karyawati Kecamatan Sukorejo berjumiah 30 Orang Pegawai
yang terdin dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Laki-Laki dan 9 (Sembilan) orang
perempuan, yang mana di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini:
1. ASN Kecamatan Sukorejo berdasarkan jabatan, unit kerja dan [IPASN



DATA ASN KECAMATAN SUKOREJO

Tlai
No Natna NIP Jabatan 13
ASN
1. | YUDIANTO, SH, MM 19690712 198903 1004 | Camat 30
7. | ISTIBSYAROM, S S0s 15771117 200901 2 001 | Sekretaris Kecamatan PT;
3. | KIMAN, SPd, MPd 19651108 198602 1005 | Kepals Seksi Kescjahteraan Sosial 65
2 | SUUD 19651023 198803 1013 | Kepala Seksi Pernberdayaan Masyarakat 40
5. | SISWOYO, SE 19860717 201001 1013 | Kepala Seksi Pemeriniaban dan Pelayanan 55
6. | FITRI RAIIAYUNINGTYAS, And Kep 19830713 200604 2023 | Kasubag Umum dan Kepegawaian 40
7. | RIZA DARMAWAN, S.30s 19810316 200901 1007 | Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan 45
8 | KHARISMA WICAKSI, 5.50s, MM “19821107 200902 1 004 | Staf 68,5
9. | MUJB 19650423 2007 01 1011 | Staf 35
15, | WARNO PUJIONO 19770306 200701 1012 | Staf 35
11. [ KASTO 19651012 200906 1004 | Staf 35
12, | HURROTUL AINT 15770608 200801 2023 | Staf 35
13. | ABDUL KHOLIQ 15740805 201001 1004 | Swaf 3
Rata-rata IPASN AT
Sumber: IPASN
2. ASN Menurut Tingkat Golongan/ Kepangkatan
Jenis Kelamin
No Pangkat/ Gol Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 v 2 - 2
2 111 4 2 6
3 II 3 1 4
4 I 1 - 1
3. ASN Menurut Jenjang Pendidikan sebagai bertkut:
_ ol Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan B Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1 | Pasca Sarjana (S2) 3 - 3
2 | Strata satu (S1) z 1 3
3 | Diploma III 1 - 1
4 | Diplomall - - -
5 | Diplomal 1 - -
6 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 1 4
7 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 - 2
8 | Sekolah Dasar (SD) - - -




4. Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Kecamatan Sukorejo berjumlah 2 (dua) orang.

Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan S Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1 | Strata satu (S1) - - -
2 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 - 2
5. Tenaga Harian Lepas (THL)
Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan . Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1 | Strata satu (S1) - 4 4
2 | Diploma Il - - -
3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 8 2 10
4 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 - 1
5 | Sekolah Dasar (SD) - 5 -

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pembinaan kemasyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan

barang inventaris yang ada di Kecamatan Sukorejo meliputi ;

1. Kecamatan Sukorejo

No Nama Barang Jumlah Kondisi
1 [ Rumah Dinas 1 Unit Baik
2 | Toyota avanza 1 Unit Baik
3 | Isuzu Panther 1 Unit Baik
4 | Sepeda Motor Yamaha N-Max 1 Unit Baik
5 | Sepeda Motor Yamaha Byson 1 Unit Baik
6 | Sepeda Motor Honda Mega Pro 1 Unit Baik
7 | Sepeda Motor Honda Win 1 Unit Baik
g8 | Sepeda Motor Suzuki RC 3 Unit Baik
9 | Sepeda Motor Gl Max 1Unit Baik
10 | Meja Rapat 20 Unit Baik
11 | Meja Pelayanan 1 Unit Baik
12 | Meja Kerja 20 Unit Baik
13 | Kursi Kerja Eselon 8 Unit Baik
14 | Kursi Kerja Staf 10 Unit Baik




15 | Meja Rapat Bundar 1 Unit Baik
16 | Kursi Tamu 2 Set Baik
17 | Sofa 1 Set Baik
18 | Tempat tidur 1 Set Baik
19 | Almari Kayu 8 Unit Baik
20 | Almari Besi 4 Unit Baik
21 | Cabinet 6 Unit Baik
27 | Papan monografi 4 set Baik
93 | Kursi Plastik 100 unit Baik
74 | Kursi Besi 200 Unit Baik
25 | Laptop 4 Unit Baik
7¢ | Komputer PC 8 Unit Baik
28 | Printer 8 Unit Baik
29 | Pemadam kebakaran 2 Unit Baik
30 | Proyektor 1 Unit

31 | Podium 1 Unit

32 | Meja Pimpinan Rapat 1 Unit

33 | Radio Orari 1 Unit

34 | Kipas angin 6 Unit

35 |HT 7 Unit

36 | AC Portable 2 Unit

37 | AC Standing 1 Unit

38 | Soundsystem 1 Set

39 | Meja Makan 1 Set

40 | Brangkas 2 Unit

41 | Meja Makan 1 Set

42 | Kompor Gas 1 Unit

¢. Sumber Daya Alam

Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan
Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Wonorejo,dan Kecamatan Rembang terbentang
pada 7,30°- 830" Lintang Selatan dan 112030° - 113030° Bujur Timur. Wilayahnya
merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mulai 0 m dpl hingga
lebih dari 1000 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak
miring ke Timur dan Utara antara 0-3%.



Batas Daerah: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandaan, di sebelah
Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Rembang dan di sebelah Barat dengan
Kecamatan Prigen, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Purwosari.

Wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki 19 Desa, yang terbagi habis menjadi 72
Dusun, 167 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 491 Rukun Tetangga (RT), dengan luas
wilayah sebesar 58,18 km persegi.

Karena Lokasi Kecamatan Sukorejo terletak dalam Kabupaten Pasuruan berada di
sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kabupaten Pasuruan mempunyai
perubahan iklim sebanyak 2 jenis sctiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim
penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan
Mei sampai September merupakan musim kemarau.

Sebagai Daerah berpotensi besar kaya akan potensi wilayah yang perlu
dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah tempat pemandian yang
berupa kolam dan sumber air yang sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar
yang berada di Dusun Telebuk Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo tetapi sampai saat
ini belum terpelihara dengan baik.

Wilayah Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya
alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya
manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, rcboisasi, pelestarian sumber air,
mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada
lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Memperhatikan aturan yang ada, betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi
kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain
juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum
didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber
anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini
belum maksimal.

Kinerja Kantor Kecamatan Sukorejo tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran
yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatatan dan Sub Kegiatan selama 5
tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah
Desa/Kelurahan;
. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan;
4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah.



Adapun Pencapaian target kinerja Kecamatan Sukorejo berdasarkan
Renstra 2018-2023  tampak dalam  tabel T.C-23  berikut imi



tabel T.C-23

Indikator Kinerja sesual Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Raslo Cépahn pada Tahun ke-
No | Tugas dan Fungsi Perangkat | Target | Indikator
Daerah tainnya
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
{1) {2} 3 {4) (5) {6} (7) {8) (5} (10) (11} (12) (13) (14) {15} (16) 17 {18} (19}
Indeks kepuasan
L vesrmacgny L) LT ) Y . el Eeelleeel
2 | Nilai SAKIP Kecamatan 64,00 | 69,00 | 72,00 78,00 | 79,00 | 68,14 70,74 | 75,99 78,73 79,86 106,5% 102,5% 105,5% | 100,9% 100%
Ry s e P el vnin 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100,0% | 100,0% | 100%
3 | yengBerkualitas | Lo DS | | S - O e . i e ot s il e sl
- ::::t":;‘he d':i';‘:: Kelurahan 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100,0% | 100,0% | 100%
| Persentase Konfiikyang | | | 0 D R 00 D e 00 S e
tertangani diwilayah 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100,0% | 100,0% 100%
5 | Kecamatan




Berdasarkan tabel diatas maka dapat kami uraikan bahwa capain Kinerja Kecamatan
Sukorejo tedapat perubahan yang mana pada tahun 2018-2020 terdapat 2 (dua) indikator sasaran
yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP) telah di review pada tahun 2021 menjadi 4 {empat) indikator sasaran
yaitu:

1. Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas, untuk indikator ini menggunakan rumus

perhitungan : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani
Jumlah Jenis Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Kecamatan

x 100%

Dari dasar perhitungan tersebut dapat dilihat untuk indikator Persentase jenis pelayanan
yang berkualitas dari tahun 2021-2022 yaitu dengan nilai 100.

2. Persentase Desa yang telah dibina, untuk indikator ini menggunkan ramus perhitungan :

x 100%

Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah dibina
Jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan

Dari dasar perhitungan dapat dilihat untuk indikator Persentase Desa yang telah dibina
pada tahun 2021-2022 yaitu sebesar 100%.
3. Persentase Konflik yang tetangani diwilayah Kecamatan, menggunakan rumus

perhitungan : Jumlah Laporan Kejadian yang tertangani
Jumlah Laporan Kejadian

x100%

Untuk indikator Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan selalu
terlaksananya dengan baik.

4. Nilai Sakip Kecamatan, indikator ini dapat dinilai dari hasil evaluasi Sakip Perangkat
Daerah oleh Inspektorat, yang mana dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pcncapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja diatas dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan
mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok
indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan adalah agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dintlai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu,



dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga

digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Realisasi Kinerja dengan Target kinerja yang direncanakan;

2. Realisasi Tahun bersangkutan dengan realiasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

3. Untuk mengetahui Perbandingan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Sukorejo
dengan Kecamatan lain se - wilayah Kabupaten Pasuruan;

4. Untuk Mengetahui Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dengan standar nasional.

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukorejo dapat di Lihat
Pada Tabel T.C-2.4 sebagai berikut:



PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRAS
PERKANTORAN

Perwediaan

Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

Jusn Peralatan
dan

Perdengkapan

Jasa
Administrasi

Jasa KebersThan
Kantor

Alat Tulis

Barang Cetakan
dan

Komponen
Listrik/peneran
gan bangunan
Kantor

Peralatan dan
Perlengkapan

Peryediaan
bahan bacaan
& peraturan
perundang-
undangan

Tabel T.C-2.4

4,346,500



PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA, DAN
PRASARANA
APARATUR

PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR

Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Rapat-Rapat

Koordinasi dan
Kansultasi Ke

Jasa
Pemyediaan

Pengadaan
Perzlatan

Gedung Kantor

Rutin/berkala

rumah dinas

Rutin/berkala
Gedung Kantor

Rutin/berkals
Kendaraan
Dirlas/Operasio

Rutin/berkaia
Mebelair

Rutin/berkala
Peralatan

Pakalian Ginas
Beyerta
Perlengkapann

Pakaian khusus
hari-har!

Perdidilan
pelatihan
formal



APARATUR

FROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANG
AN SISTEM
FELAPDRAN
CAPAIAN
KINERJA DAN

PROGRAM
KOORDINASI
FPENYELENGGAR
AAN
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN

PROGRAM
PEMYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN

Forum
perencanaan
pembangunan
tingkat
kecamatan

Panyusunan
laporan capalan
kinerja dan
laporan

penyelenggaraa
n keterraman
dan ketertiban
kecamatan

Penagakan

pembinaan

peryelenggaraa
n pemerintahan
desa/keluaban

koordinasi
pemerintahan
ringkat
iecamatan
Penyusunan
iaporan capaian
kinecja dan
japoran

Sumber Daya
Aparatur



PROGRAM
KOORDINASI
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHA

N
DESA/KELURAH

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
KABUPATEN/K

Forum
perencanaan
pembangunan
tingkat
kecamatan

pernbendayaan
masyarakat

Fasilitasi
kegiatan sosfal
masyarakat

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Peranghkat
Daerah

Keuangan
Peranglat
Daerah

Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Administrasi
Umum
Peranghat
Daerah

Pemyusunan
Laporan
Capatan Kinerja
dan ikhtisar
Realisas! Kinerja
SKPD

dan Tunjangan
ASN

Adrvinistrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

Penatausahaan
dan
Pengujian/verif
ikasi Kevangan
SKPD

Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan

Kompenen
Instalasi
Listrik/Paneran
gan Bangunan

oo #BIV/
100

fvy
100



Barang Millk
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah

Jasa Penunjang
Urysan
Pemerintahan
Daerah

Peryedizan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Bahan Logistik
Kantor

barang cetakan
dan
penggardaan

Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Kunjungan

n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainmya

Jasa
Komunikas,
Sumber Daya
Adr dan Listrik

lasa Perniatan
dan
Perlengkapan

3.125,100

L

100

100

K0/



PEMYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHA

PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Wrusan
Pemerintahan
Daerah

Koordinasi
Penyelenggarsa
n Keglatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

Kegiatary
Pemberdayaan
Desa

Peryediaan
jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jaaatan

ehabilitysi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

ehabilitasi
Sarang dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan

gi

Perenca 1aan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Permerintahan
dengan
Peranghkat
Daerah dan
Instang| Vertikal

Peningkatan
Efektifitas
Keglatan,
Pemerintahan
i Tingkat
Kecamatan

Efektifitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Wilayah

Kecamatan 5,003,000

12.150.000

#DIV/




S22,




2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukorejo
adalah meliputi Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo, internal dan
cksternal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap
perencanaan Musrenbang Kelurahan, Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin
pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses
Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang

juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026.

Adapun Standart Pelayanan ( Jenis Pelayanan Paten) yang ada pada Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Pasuruan meliputi:

¥ 8 & WM R W =

e T e T

Pelayanan Rekomendasi Permohonan [jin Hajatan,

Perekaman E-KTP;

Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian;

Rekomendasi Permohonan IMB;

Pelayanan Rekomendasi Surat Persyaratan TNI/Polri;

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;

Pelayanan Rekomendasi Ijin Hajatan;

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
Rekomendasi Pengantar Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;

. Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Jalan Kabupaten;
. Rekomendasi Ijin Lokasi;

. Layanan Data dan Informasi;

. Layanan Konsultasi;

. Rekomendasi Berkas Pencairan Anggaran Dana Desa;
. Rekomendasi Proposal Bantuan sosial/ Agama;

Layanan Konsultasi;
Layanan Sosialisasi;
Layanan Data dan Informasi;

. Layanan Pengaduan.



BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung
berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari
pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak
kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus
dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa
koordinasi dengan pihak kecamatan.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana
prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan
berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di
wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Pelayanan Masyarakat
terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain;
1. Kurangnya SDM yang Memadai pada Kantor Kecamatan Sukorejo;
2. Ketidak seimbangan antara Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Sumber Daya

Aparatur,

3. Kurang Pahamnya ASN (Sumber Daya Aparatur ) akan Tupoksi yang diemban.
Sedangkan Faktor pendorongnya adalah meningkatnya perkembangan teknologi saat ini
yang mendukung kinerja pemerintah daerah dan komitmen Pimpinan selaku pembuat dan
pengambil keputusan dalam menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Tata
Kerja yang ada.

3.2. Isu-Isu Strategis

TABEL
Permasalahan Berdasarkan as
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO ISU AKTUAL ISU - ISU STRATEGIS

1. | Penyelenggaraan pemerintahan yang | 1. Lemahnya integritas dan profesionalitas
belum optimal aparatur

2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan




NO

ISU AKTUAL

ISU - ISU STRATEGIS

sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya

3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan
yang telah dibentuk

4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang
limpahkan/diberikan

Pelayanan non perizinan yang belum
optimal

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam mengurus perizinan dan non perizinan

2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif
3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
dalam Penyelenggaraan Pelayanan

4. Belum terwujud kesadaran masyarakat
terhadap ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Perencanaan Anggaran yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat kadang-
kadang berubah dengan adanya aturan
pusat

ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di
pemerintah daerah dengan kebijakan pemernintah
pusat pada saat tahun berjalan

Data yang diberikan ke Kecamatan
seringkali  tidak  akurat  sehingga
dibutuhkan survey dan  dilakukan
perubahan

Sumber data yang belum valid karena diperoleh
dari berbagai sumber yang berbeda

Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang
kurang secara pengetahuan

Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka
meningkatkan kompetensi SDM

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan
pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki
posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan scgenap potensi yang ada,
baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemenintah, potensi




wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten
Pasuruan;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan
harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam
penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebth pada Pemberdayaan
Masyarakat peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh—
sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka
kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten
Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannva dengan pelayanan prima
akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhimya mampu mendorong berkembangnya
dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,
serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh
sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur;

Scbagai salah satu dari Organisasi Pcrangkat Dacrah yang bcrtanggungjawab
Kepada Bupati Melalui Sekretariat Dacrah, Kecamatan Sukorejo merupakan Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya. Dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Sukorejo di tuntut
untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di
tingkat lokal, Regional maupun Nasional. Oleh karena itu dalam Perencanaan Pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi
kedepanya, schingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran serta
sesuail dengan tujuan pembangunan daerah.



Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi di harapkan
dapat meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masayarakat.
Sehingga terwujudkannya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governace and
Clean Government). Isu-isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo
merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan dan berdampak jangka panjang yakni:

1. Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;

2. Keterbukaan Pelayanan Publik;

3. Belum memahami konsep keseteraan dan keadilan serta analisis gender dalam
perencanaan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif melalui
pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo
diantaranya;

1. Membangun Sistem Pelayanan Prima yang aman, cepat, efektif, efisien, transparan
dan akuntabel;

2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;

3. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik responsif gender.



BABIV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026
Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sukorejo mengacu pada sasaran Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik* serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab ITI.

Tujuan Renstra Kecamatan Sukorejo yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di
Tingkat Kecamatan”. Dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan”. Adapun sasaran renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1.  Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan
Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator ; Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 — 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat
pada tabel 4.1.



TABEL
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

TARGET KINERJA
TUJUAN/ SASARAN PADA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-
2024 2025 2026
] 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas
I | Pelayanan Di Tingkat g’;‘e“s th'“as““ Masyarakat (IKM) 90,00 | 91,00 | 92,00
Kecamatan SRR
Meningkatnya Hasil Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan, o o 0
Pelay Publik Dan Pemberda Persentase Penyelenggaraan Kecamatan 91,50% | 92,00% | 92,50%
Masyarakat Desa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai Sakip Perangkat Daerah 80.00 80.50 81.00




Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO

Indikator Kinerja

Penjelasan / Formula Perhitungan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan

Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu
dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan
No. 14 Tahun 2017 :

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian

4, Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

9. Sarana dan prasarana

Persentase hasil Penyelenggaraan

Kecamatan

Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah
capaian indikator kinerja program : jumlah program

Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target)
x 100%

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai
berikut :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan

desa

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah
berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja
meliputi ;

1. Perencanaan Kinegja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Kinerja

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)




‘ 4,2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS),
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading
Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 — 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut



BABYV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai
upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di
wilayah Kecamatan Sukorejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah

perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya.
Berikut analisis SWOT pada Kecamatan Sukorejo :

Dacrah unluk memberikan
kesempatan dalam perbaikan

Inspektorat

Tabel 5.1
Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :
MEMBANTU MENGHAMBAT
= Strengths (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) :
3._5_',"'3 1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan | 1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana
- ; penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan jabatan
2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang yang diampu sehingga koordinasi
baik terhadap pengguna layanan terhambat
3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat 2. Pelaksana yang tidak memahami
maupun desa dalam pengembangan kualitas Standar Pelayanan maupun Standar
4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Operasional Prosedur
X Perangkat Dacrah
: Opportunity (Kesempatan) : Threats (Ancaman) ;
i - | 1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah 1. Tidak adanya koordinasi yang baik
SR dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk antara  pemerintah  kecamatan
g menjadi lebih baik dengan muspika
12, Respon dari pengguna layanan untuk 2. Oknum pengguna layanan yang
% > memperbaiki kualitas kedepannya tidak memenuhi standar pelayanan
|3 Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari | 3. Nilai SAKIP mengalami penuruan

jika ada kurangnya
pegawai dalam akuntabilitas kinerja

integritas

2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukorejo tahun




Tabel

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan

Indikator

Sasaran

Indikator

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas
pelayanan di tingkat
kecamatan

IEKM Kecamatan

Meningkatnya Hasil
Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelayanan
Publik dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Indeks
Penyelenggaraan

Kecamatan

Meningkatkan akses dan

kualitas layanan kepada
masyarakat

Memfasilitasi pelayanan
dibidang pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat;
Mengoptimalkan sosialiasi
pelaksanaan Musrenbang
kepada kelompok masyarakat
yang berkepentingan terhadap
pembangunan;
Memperbanyak pelatihan untuk
meningkatkan SDM terutama
yang menangani pelayanan
secara langsung;
Memperbanyak pelatihan bagi
aparatur Pemerintahan desa;




Memperbamyak sosialisasi
tentang kemudahan pengurusan
SKCK, dan kependudukan;
Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintahan desa;
Meningkatkan koordinasi
dengan mitra yang berkaitan

dengan pelayanan.

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Membangun budaya
organisasi berorientasi

akuntabilitas kinerja

Meningkatkan kualitas evaluasi
akuntabilitas kinerja




BAB V1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan™ scbagai uwjung tombak
pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasit Ketentraman dan Keterttban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

ek s DY

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1
sebagai berikut :



Tabel

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sukorejo

Target Kinerja Program dan Kersngka Pendanasn mt
Indikator -
Kinacja m
Indika SR ::2»,9 D;:uc'r.pl:lnm k
rogr ahun it
Tujuan dor R} R0F ] e | TYOHRSMSER am Awal Kondiei Kinerja pada D::' ":?
Tujuan | 0 | Sasara Kegiatan (outcome) | Perencanasn Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2028 akhir periode Renstra |  Transisl Tahun 2027 %
. dan (2023) Perangkat Dserah s
Keglatan gun
(output) g-
Targ Targe Targe Targ Targ jowa
at t t ot at
Kiner Rp KGner Rp Kinar Rp Kinar " Kiner Rp E
-1 : jo ja
(1) (2) &) (4) (5) 5) L)) (®) (®) (10) (11) (12) (13} (14) (15) (10) (17} (18} (19) | (20)
1| Mening | IKM Mend | Nilal PROGRAM Persentase | 2,538,103,135 100 | 2,551,405,135 100 2,801,045,649 100 3,081,150,213 100 | 8,433,600,997 100 | 3,289,265,2315 Kec Kec
katnya | Necam | ngha | SAKIF PENUNJANG kebutuhan % % % % % Suko | Suko
Kualita | atan tnya | Peran URUSAN wusan rejo refo
s Kuali | ghat PEMERINTAHA | pamarintah
Pelaysn tas Daera N DAERAH an yang
andi Nilai | h KABUPATEN/K | terpanuhl
Tingkat SAKIL OTA
Kecama P
tan Pera
ngka
t
Daer
ah
Rata-rata 100 100 100 100 100
capaian % % % % %
indilcator
breglaten




Pearencana | Persentase 100 15,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 100 49,650,000 | 100 9,965,000 | Kec Kec
an, konsistensi | ~ Y% 9% % 9% % Suko | Suke
Pengangg | indikator rejo | rejo
ara, dan kinarja
Evaluasi program/k
Kinerja egiatan/su
Perangkat | blegistan
Daerah pada dok
: rencana,

anggaran,

dan

evialaan
Permausunan | Jumiah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 i 16,550,000 1 6,655,000 | Kac Kec
Dolosmen Dokumen - doku dokum doku doku doku Suko | Suko
Perencanaa | Pereéncanaan men en men men men rejo | rejo
n Perangkat | Perangkat
Daerah Daerah
Koordinasi Jumiah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 | Kec Kec
dan Laporan - lapora dokum doku doku doku Suko | Suko
Peryusunan | Capalan n en men men men rejo | rejo
Laporan Kinerja dan
Capaltan Ik sar
Knerja dan | Reakisasi
Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi dan Laporan
Gneria Hasil
SKPD Koordinasi

Permyusunan

Laporan

Capalan

Kinerja dan

Tkhisar

Realisasi

Kinerja SKPD
Evaluasi Jumiah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 | Kec Kec
Kinerja Laporan - lapora lapora lapora lapora lapor Suko | Su
Perangkat Evaluasi n n n n an rejo | rejo
Daerah Kinerja

Perangkat

Daerah
Adwinistr | Persentase | 2,138,280,238 | 100 | 2,138,280,235 | 100 | 2,352,108,250 100 2,587,319,084 | 100 | 7,077,707,576 | 100 | 2,848,080,993 | Kec Kac
asl laporan % % % O % Suko | Suko
Keuangan | keuangan rejo | rejo
Peranghat | yeng sesuai
Dasrsh dengan

ketantuan

dan dapat

dipertangg




Penvediaan | Jumiah 1,745,340,235 182 | 1,745,340,235 195 | 1,919,874,259 155 195 5,777,076.178 196 2,323,047,853 | Kec Kec
Gajl dan Orang yang org- org- org- | 2,111,861,684 org- og- Suko | Suko
Tunjangan Menerima bin birt bin birt bin rego rejo
ASN Gaji dan

Turjangan

ASN
Penyediaan | Jumiah 351,360,000 12 351,360,000 12 386,496,000 12 12 1,163,001,600 12 457,660,160 Kac Kec
Administrasi | Dokumen dok dokum doku | 425,145,600 doku doku Suko | Suko
Pelaksanaa Hasll mern en men men men rejo rejo
n Tugas Perwyadiaan
ASN Adrministras

Palaksanaan

Tugas ASN
Pelaksanaa | Jumiah 41,580,000 12 41,580,000 12 45,738,000 12 12 137,625,800 12 55,342,580 § Kec Kec
n Dokumen doku dokum dolw | 50,311,800 doku doku Suko | Suko
Penatausah | Koordinasi men en men men men rejo | rejo
aan dan dan
Penguian/V | Pelaksanaan
erifiasi Akurtansi
Keuangan SKPD
SKPD
Administy Jumish 100 5,000,000 100 5,500,000 100 4,050,000 100 14,550,000 100 6,688,000 Kec Kec
asi Barang | Dokumen - % % % % % Suko | Suko
Milik Koordinasi rejo | rejo
Daerah dan
pada Polaksanaa

h
Daerah Akuntansi

SKPD
Penatausah | Jumiah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 1 ' 16,550,000 1 6,655,000 | Kec Kec
aan Barang | Laporan Lapor Lapors Lapor | 6,050,000 Lapor Lapor Suko | Suko
Milik Penatausaha an n an an an o rejo
Daerah an Barang
pada SKPD | Milik

Daerah pada

SKPD
Administr | Perventase 100 20,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 | 100 4,680,000 | 100 19,905,000 Kec Kec
asi dokuman - % % % % % Suko | Suko
Kapagawa | kepagawal rejo | rejo
ian an yang
Perangkat | akurat dan
Daerah sosual

ketentuan




Pengadaan | Juriah 1 5,000,000 1 1 1 5,000,000 i Kec | Kec
Pakaian Paket - Paket Paket | - Paket Paket Paket | - Suko | Suko
Dinas Pakaian rejo | rejo
Beserta Dinas
Atribut beserta
Perlengiap | Atribut
annya
Pendataan Jurmriah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 Kac Kec
dan Dokumen - Doku Doku Dok Doku Dok Suko | Suko
Pengolahan | Pendataan men men men men men rejo rejo
Administras| | dan
Kepegawaia
n Administrasl

Kepegawaien
Pendidikan Jumiah 2 10,000,000 2 11,000,000 2 12,100,000 2 33,100,000 2 13,310,000 Kec Kec
dan Pegawal - Crang Orang Grang Qrang Cran Suko | Suko
Pelatihan Berdasarkan 1] rejo rejo
Pegawal Tugas dan
Berdasarka | Fungsi yang
n Tugas Menglkutl
dan Fungsl | Pendidikan

dan

Pelatihan
Administr Fersantaza 138,221,760 100 93,028,400 100 102,331,240 100 112,564,364 100 307,924,004 100 123,820,800 Kac Kec
asi Umuem | pamenuhan % % % % % Suko | Suko
Parangkst | kebutuhan rejo | refo
Daerah umum PD
Penyediaan | Jumiah 4,869,000 1 4,869,000 1 5,355,900 1 5,891,450 1 16,11€,350 1 6,480,639 Kec Kec
Komponen | Paket paket paket paket paket paket Suko | Suko
Instalasi Kormnponen reo | rejo
Ustrik/Pene | Instalast
rangan Listrik/Pener
Bangunan angan
Kantor Bangunan

Kantor

yang

Disediakan
Penvediaan | Jumiah 3,529,000 1 3,525,000 1 3,881,900 1 4,270,090 1 11,680,590 1 4,697,095 Kec Kec
Peralatan Paket paket paket paket paket paket Suko | Suko
dan Peralatan rejo | refo
Perlengkap | dan
an Kantor Perlengkapa

n

Kantor yang

Digediakan




Jumiah 1 1,000,000 1 1,100,000 - 1,210,000 1 3,310,000 1 1,331,000 Kec Kec
Peralatan Pakat Paket Paket Paket Paket Paket Suko | Suko
Rumah Peralatan refo | rejo
Tangga Rumah

Tangga

yang

Disechakan
Perrediaan | Jumiah 21,333,350 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,100,000 1 33,100,000 1 13,310,000 | Kec Kec
Bahan Paket paket paket paket paket paket Suko | Suko
Logistik Bahan reo | rejo
Kantor Logistik

Kantor

yang

Disedhakan
Penyediaan | Jumnlah Paket 7,494,900 1 7,454,400 1 8,243,840 1 9,068,224 1 24,806,464 1 9,975,046 Kec Kec
Barang Barang paket paket paket paket paket Suko | Suko
Cetakan Cetakan dan rejo | rejo
dan Penggandaa
Pengganda | n
an yang

Disedlakan
Penyedizan | Jumlah 3,600,000 2 3,600,000 2 3,960,000 2 4,356,000 2 11,516,000 2 4,791,600
Bahan Dokumen Doku Doku Doku Doku Doku
Bacaan dan | Bahan men mern men men men
Peraturan Bacaan dan
Perundang- | Peraturan
undangan Perundang-

Undangan

yang

Disediakan
Fasilitas) Jumilah 2,536,000 12 2,536,000 12 2,789,600 12 3,068,560 12 8,394,160 12 3,375,416 Kec Kac
Kurfungan Laporan {apora lapora lapora lapora lapor Suko | Sukn
Tamu Fasilitasi n n n n an rejo rejo

Kunjungan

Tamu
Peryelengg | Jumiah 91,860,000 12 50,000,000 12 55,000,000 12 80,500,000 12 165,500,000 12 56,550,000 Kece Kac
arazn Rapat | Laporan lapora lapora lapora fapora {apor Suko | Suko
Koordinast Penyelengga n n n n an rejo | rejo
dan raan
Konsultast Rapat
SKPD Koordinasi

dan

Konsultasi




Dukungan Jumiah 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,100,000 1 33,100,000 1 13,310,000 Kec Kec
Pelaksanaa | Dokumen - Doku Doku Doku Doku Doku Suko | Suko
n  Sisbem Dubkungan men men men men men rejo rejo
Pemerintah | Pelaksanaan
an Berbasis | Sistem
Elektronik Pemerintaha
pada SKPD | n Berbasis

Elefdronik

pads SKPD
Pangadaa Presantase 27,907,000 100 £5,000,000 100 71,500,000 100 78,650,000 100 215,150,000 100 86,515,000 Kec kec
n Barang Pemenuha % % % % % Suko | Suko
Milik n rejo rejo
Daersh Pengadaan
Panunjan Brg Milik
0 Urusan Daergh
Pemerinta | Penunjang
h Dasrah Urusan

Pemarintah

Daersh yg

tarealispei
Pengadaan | Jumilah Unit 1 Unit 20,000,000 1 Unit 22,000,000 1 Unit 24,200,000 | 1 Unit 66,200,000 | 1 Unit 26,620,000 Kec Kec
Kerdaraan Kendaraan - Suko | Suko
Perorangan | Perorangan reo | refo
Dines atau Dinas atau
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
Jabatan Jabatan yang

Disediakan
Pengadaan | Jumlab Paket 1 Unit 10,000,000 1 Uit 11,000,000 1 Unit 12,100,000 | 1 Unit 33,100,000 | 1 Unit 13,310,000 Kec Kec
Meubelair Mebel vang - Sulo | Suko

Disadiakan rejo rejo
Pengadaan | Jumiah Unit 1 Unit 10,000,000 1 Unit 11,000,000 1 Unit 12,100,000 | 1 Unit 33,100,000 | 1 Unit 13,310,000 Kec Kec
Peralatan Peralatan - Suko | Suko
dan Mesin dan Mesin rejo | rejo
Lainya Lainnya yarg

Disadlakan
Pengadaan | Jumiab Ung 1 Unit 5,000,000 1 Unit 5,500,000 1 Unit 6,050,000 | 1 Umit 16,550,000 | 1 Uit 6,655,000 Kec Kec
Sarena dan | Sarana dan Suko | Suko
Prasarana Prasarana rejo | rejo
Pendukung | Pendukung
Gedung
Kantor atau | Kantor atau
Bangunan Bargunan
Lainnya Lainrya

yang

Disediakan




Pengadaan | Jurdah Unit 1 Unit 5,000,000 1 Unit 5,500,000 1 Uinit 6,050,000 | 1 Unit 16,550,000 | 1 Unit 6,655,000 | Kec Kec
Gedurg Gedung - Suko | Suko
Kantor atau | Kantor atau rejo refo
Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya yang

Disediakan
Pengadaan | Jumlab Unit 27,907,000 g | 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 1 49,650,000 1 19,965,000 Kac Kec
Sarana dan | Sarana dan unit unit unit Suko | Suko
Prasarana Prasarana rejo rejo
Gadung Gedung
Kantor atau | Kantor atau
Bangunan Bangunan
Lannya Lainnya yang

Disediakan
Panyediaa | Persentase 78,455,840 100 78,455,840 100 86,301,424 100 94,931,506 100 259,600,830 100 104,424,723 Kec Kec
n Jasa Jasa % % % % % Suko | Sukeo
Panunjen | penunjang rejo | rejo
@ Urusan opersional
Pemerinta | kantor
han yang
Daerah tersedia
Penyediaan | Jumiah 74,955,840 12 74,955,840 12 £2,451,424 96 90,696,556 96 248,103,830 9% 99,766,223 Kec Kec
Jasa Laporan Lapor Lapora rek- k- rek- Suko | Sukeo
Komunikasi, | Penyediaan an n bin bin bin rejoc | mejo
Sumber Jasa
Daya Air Komunikasi,
dan Listrik Sumnber Daya

Air dan

Listrik yang

Disediakan
Penyediaan | Jumiah 3,500,000 b 3,500,000 9 unit 3,850,000 9 unit 4,235,000 9 11,585,000 9 4,658,500 | Kec Kec
Jasa Laporan unit unit unit Suko | Suko
Perajatan Penyediaan rejo | rejo
dan Jasa
Perfengkap | Perafatan
an Kantor dan

Perlengkapa

n Kantor

yang

Disediakan
Pamelihar | Persentasa 158,238,300 100 | 136,640,660 100 150,304,728 100 185,338,199 100 452,280,505 100 181,806,716 | Kec Kac
aan BMD % % L] % % Suko | Suko
Barang kondisi rejo | rejo
Mitilk baik
Daerah
Penunjan
@ Urusan




Daerah
Penyediaan | Jumish 106,032,100 5 79,600,860 S unit 87,560,946 5 unit 96,317,041 S 263,478,847 5 105,548,745 Kec Keac
Jasa Kendaraan unit unit; unit Sulo | Suko
Pemelihara Perorangan rejo rejo
an, Blaya Dinas atau
Pernelihara Kendaraan
an dan Dinas
Pajak Jabatan yang
Kendaraan Dipelihara
Percrangan | dan
Dinas atau dibayarkan
Kendaraan Pajalaya
Dinas
Jabakan
Pemelihara | Jumiah 5 10,000,000 5 unit 11,000,000 5 unit 12,100,000 S 33,100,000 L] 13,310,000 Kac LG4
an Mebel yang unit unit unit Suko | Suko
Meubelair Dipelihara rejo | rejo
Pemnelitara | Jumiah - 10,000,000 5 unit 11,000,000 5 unit 12,100,000 S 33,100,000 5 13,310,000 Kec Kec
an Peralatan unit unit urit Suko | Suko
Peralatan dan Mesin rejo | rejo
dan Mesin Lairwiya yarg
Lalnya Dipefihara
Pemelibara | Jumiah 45,166,900 1 30,000,000 1 Unit 33,000,000 1 Unit 36,300,000 1 99,300,000 1 39,930,000 Kec Kac
anfRehabliit | Gedung Unit Lindt Unit Suko | Suko
asi Gedung | Kantor dan o refo
Kantor dan | Bangunan
Bangunan Lairwrya
Lainya yang

Dipelihara/Di

rehabilias!
Pemelibara | Jumiah 7,039,800 5 7,039,800 S unit 7,743,780 S unlt 8,518,158 s 23,301,730 5 9,359,974 | Kec Kac
an/Rehabllit | Sarana dan unit unit unit Suko | Suko
asi Sarana Prasarana refe | o
dan Gedung
Prasarana Karior atau
Gedung Bangunan
Kantor atau | Lainnya
Bangunan yang
Lainrya Dipelihara/Di

rehabilias]




Terkak

Meni | Indeks PROGRAM Parsantaee 43,486,000 26,414,000 20,055,400 31,980,940 87,430,340 35,157,034 K Kec
ngka | Penyel PENYELENGGA | dokumen Suko | Suko
thys | engga RAAN penyelengg rejo | rejo
Hasil | vaan PEMERINTAHA | araan
Koor | Kecam N DAN pamarintsh
dina | ata PELAYANAN an yang
i PUBLIK tepat
Peny wakitu
alen
gger
aan
Pam
erint
ahan
r
Bela
yana Indels
L Pelayanan
:"'* Pubiik
i Kecamatan
Pam
berd
ayaa
n
Maw
yara
kat
Dass
Koordinas! | Perventass 43,488,000 100 18,414,000 18,058,400 19,860,040 54,330,330 21,847,034 Kec
Penyeleng | kegiatan % Suko
garaen pemerintah rejo
K kari an yang
Pamrinta | dikoordinas
han o ikan
Tinghkat dangan
Kecamata | instansi
n terkait
Jumiah 37,072,000 10,000,000 11,000,000 12,100,000 33,100,000 13,310,000 Kec
Sinergi Laporan Suko
Perencanaa | Hasil rejo
ndan Koordinasi
Pelaksanaa | Perencanaan
n Kegiatan danPelaksan
Pemerintah | aan Kegiatan
an dengan Pemerintaha
Perangkat | n (Laporan)
Daerah dan
Instans!
Vertikal




Peningkata | Jumiah 6,414,000 39 6,414,000 39 7,055,400 » 7,760,940 39 21,230,340 39 8,537,034 | Kec Kec
n Efeltifitas | dobumen {apora lapora lapora lapora lapow Suko | Swko
Kegiatan Peningkatan n n n n an rejo | refo
Pemerintah | Efektifitas
andi Kagiatan
Tingkat. Pemertntaha
Kecamatan n dl Tingkat

Kecamatan
Panyeleng | Persantass 100 8,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 | 100 16,850,000 | 100 6,655,000 | Kec Kec
garasn laporan % % % % % Suko | Suko
Urusan baudanan rejo rejo
Pamearinta | PATEN
han yang yang

ariabeeiko
dilaksanak | n tepat
an oleh walktu
Unlt Kerja
PD yang
ade di
Kacamata
n
Peringkata | Jumiah 2 5,000,000 2 5,500,000 2 6,050,000 2 16,550,000 2 6,655,000 [ Kec Kec
n Efektifitas | Laporan |apora lapora {apora lapora lapor Suko | Suko
Pelaksanaa | Peningkatan n n n n an refo | refo
n Pelayanan | Efekiifitas
kepada Pelaksanaan

Pelayanan
ol Wil kepada
Kecamatan | Masyarakat

di wa

Kecamatan
Palaksana | Prosentase 100 5,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 100 6,550,000 100 6,655,000 Kec Kec
an Urusan | Realisasi %% % % % % Suko | Suko
Pemerinta | PBB-P2 rejo | rejo
han yang
Dilimpahik
an kepada
Camat
Pelaksanaa | Jumiah 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,655,000 | Kec Kec
n Urusan Laporan Lpaor Lpaora Lpaor Lpaor Lpaor Suko | Suko
Pemerintah | Pelaksanaan an n an an an rejo | refo
an yang Kewenangan
terkait don Laln yang
Kewenanga | Dilimpahkan
n Lain yang




PROGRAM Persantase 46,230,000 5% 25,000,000 5% 27,500,000 35% 30,250,000 | 35% 82,750,000 | 35% 33,275,000 | Kec Kec
PEMBERDAYA | lembaga Suko | Sukp
AN kemasyara rejo rejo
MASYARANKAT katan
DESA DAN desajkelur
KELURAHAN ahan yong
oktif
Dernsntase 35% 35% 35% 35% 35% Kee | Kec
Suko | Suko
masyaraka refo rejo
t
desa/kelnr
aletif
Koordinasi | Persontase 46,230,000 100 25,000,000 100 27,500,000 100 30,250,000 100 2,750,000 100 33,275,000 Kec Kec
Kagiatan hasil % Y% L. % % Suko | Suko
Pemberda | avaluasi reje | rejo
yasn Desa | pemberday
san
yang
ditindakian
Peningkata | Jumiah 5 3,000,000 s 3,300,000 5 3,630,000 3 9,930,000 5 3,993,000 | Kec Kec
n Partisipast | Lembaga Lemb Lernba Lemba Lemb Lemb Suko | Suko
Masyarakat | Kemasyaraka aga g g aga aga rejo | rejo
dalam tan yang
Forum Berpartisipas
Musyawara | dalam Forum
h Musyawarah
Perencanaa | Perencanaan
n Pembanguna
Pembangun | ndi Desa
an
di Dasa
Peningkata | Jumiah Lap 46,230,000 4 22,000,000 [ 24,200,000 & 26,620,000 ] 72,820,000 6 29,282,000 | Kec Ket
n Efeldifitas | Peningkatan {apora lapora fapora lapora fapor Suko | Suko
Kegiatan Efektivitas n n n n an rejo | rejo
Pemberday | Kegiatan
aan Pemberdaya
Masyarakat | an
dl Wilayah Masyarakat
Kecamatan | di Wilayah

Kecamatan




PROGRAM Persentase 13,500,000 B3% 13,500,000 83% 14,850,000 83% 16,335,000 | B83% 44,885,000 | 83% 17,968,500 Kec Kec
KOORDINASI panangana Suko | Suko
KETENTRAMA | ngangguan repo | refo
N DAN trantibum
KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi | Persentasa 13,500,000 70% 13,500,000 70% 14,850,000 70% 16,335,000 | 70% 44,685,000 | 70% 17,968,500 Kec Kec
Upaya laporan . Suko | Suko
Penyeleng | yang reje | rejo
garasn ditindaldan
Netentera | juti ke
man dan {nustiun
Netertiban | terkalt
Umum
Sinergitas | Jumiah 4,500,000 4 4,500,000 4 4,950,000 4 E,445,000 4 14,895,000 4 5,989,500 | Kec | Kec
dengan Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko | Suke
Kepolisian Hasll n n n n an rejo | rejo
Negara Sinergitas
Repuibiik dengan
Indonesia, | Kepoksian
Tentara Negara
Nasional Republik
Indonesia Indonesia,
dan Tentara
Instanst Nasional
Vertikal di Indonesia
Wilayah dan Instanst
Kecamatan | Vertikal di
Wilayah
Harmonisasi | Jurnlah 9,000,000 4 9,000,000 4 $,900,000 4 10,890,000 4 29,790,000 4 11,979,000 Kec Kec
Hubungan Laparan lapora lapora lapora lapora lapor Suko | Suko
Dengan Koordinasi n n n n an rejo | rejo
Tokoh upaya
Agama dan penyelenggr
Tokoh araan
Masyarakat | ketentraman
dan
ketartiban
umum
PROGRAM Parveriass 100 5,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 | 100 16,550,000 | 100 6,655,000 | Kec | Kec
PENYELENGGA | konflik % % % % % Suko | Suko
RAAN URUSAN | SARA yang rejo rejo
PEMERINTAHA | diselesaika
N UMUM n sesuni

kewsananga




Panyeleng | Jumish 3 5,000,000 3 5,500,000 3 8,050,000 3 3 6,655,000 | Kec Kec

garaan paserta Lapo Lapor Lapor Lapo Lapo Sukp | Suko

Urusan yang ran an an ran ran rejo | rejo

Pamerinta | mengilarti

han pambinaan

Umum wWawasan

Sapual kebangsan

Peaingatn n dan

n Kepala ketahanan

Daerah nasional

Pembinaan | Jumiah 50 5,000,000 50 5,500,000 50 6,050,000 50 16,550,000 50 6,655,000 | Kac Kec

Wawasan Orang yang org g og org org Suko | Suko

Kebangsaan | Mengikuti rejo | rejo

dan Pembinaan

Ketahanan Wawasan

Nasional

datam dan

rangka Ketahanan

Memantapk | Nasional

an dalam

rangka

Pancasila, Memantapka

Pelaksanaa | n

n LD

Negara Pancasila,

Republik Pelaksanaan

Indonesia UUD Negara

Tahun Repubik

1945, Indonesia

Pelestarian | Tahun 1945,

Bhirneka Pelestarian

Tungga! Ika | Bhinneka

sarty Tunggal Tka

Pemertahan | serta

an dan Pemertahana

Pemalihaca | ndan

an Pemeliharaa

Keuahan n Keutuhan

Negara Negara

Kesatuan Kesatuan

Republik Republik

Indonesia Indonesia
PROGRAM ParieniEsn 100 15,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 | 100 49,650,000 | 100 19,065,000 | Kec Kac
PEMBINAAN Pemearintah % % % Yo % Suko { Suko
DAN an Dasa rejo ¢ rejo
PENGAWASAN
PEMERINTAHA | Administra
N DESA ol Desa




Fasilitasi, Persentasa 100 18,000,000 100 18,500,000 100 18,150,000 100 49,650,000 100 14,945,000 Kec Kec
Rekomend | hasil - %% o 5] L. % Suko | Suko
asi dan fasilitasi rejo rejo
Koord, pambinasn
Pembinaa | dan
n dan pengawasa
Pangawas | n
an pemerintah
pemarinta | desayang
h Dasa ditindaidan

ot
Fasilitast Jumiaty 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,555,000 | Kec e
Adrinistrasi | Dokumen doku dokum doku doku dol Suko | Suko
Tata Administrasi men en men men men nejo rejo
Pemerintah | Tata
an Desa Pemerintaha

n Desa
Fasilitas Jumiah 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,655,000 | Kec Kec
Pengedolaan | Dokumen lapora lapora lapora lapora lapor Suko | Suko
Keuangan Laporan n n n n an rejo | refo
Desa dan Pengelolaan
Pendayagu | Keuangan
naan Aset Desa
Desa
Fasilitas} Jumiah 19 5,000,000 19 5,500,000 19 6,050,000 19 16,550,000 19 6,655,000 | Kec Kec
Pelaksanaa | Dolumen Doku Dok Doku Doku Dok Suko | Suko
n Pemilihan | Laporan men men men men men rejo rejo
Kepala Pelaksanaan
Desa Pemilihan

Kepala Desa

Sesual

tzhapan

TOTAL 2,641,319,135 2,636,319,135 894,451,049 3,183,896,153 8,714,656,337 3,502,285, 765




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukorejo mengacu pada indicator kinerja
tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Kinerja
pada awal Proyeksi Tabun pada
ol TR e periode RPD | Tahun 2023 akhir
Tahun 2022 2024 | 2025 | 2026 | Periode
RPD
L (2) (3) (4) (5} (6) (9)
Tujuan
Indeks Kepuasan
1 | Masyarakat (IKM] 88,62 89,65 90 a1 92 a2
Kecamatan
Sasaran
Persentase hasil
1 | penyelenggaraan 90,50% 91,00% 91,50% | 92,00% | 92,50% | 92,50%
kecamatan
Nilai SAKIP Perangkat
2 Déierah 78,73 79,00 80,00 80,50 81,00 81,00




BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Sukorejo 2024 - 2026
dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan
sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku
kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Sukorejo dalam
melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Sukorejo digunakan sebagai
pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan

untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan
Kecamatan Sukorejo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan
Sukorejo. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana

dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra
Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM

Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



